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The purpose of this research is to know the financial performance 
with Value for Money Approach (VFM), that is 3E measurement 
(economical, efficiency, and effectiveness) in PU Official Probolinggo 
District. This research is a descriptive research with the object under 
study is data Realization of Financial Achievement of PU Official (Cipta 
Karya, Bina Marga and Perairan) Probolinggo District period 2014-
2016. 
Data collection method used is documentation. The data analysis 
technique used is descriptive analysis of quantitative measurement of 
economy, efficiency and effectiveness. 
Based on the results of research can be obtained that In the year 
2014-2016 analysis of value for maney from economic perspective on the 
PU Official Probolinggo District which consists of Cipta Karya, Bina 
Marga and Pengairan obtained that the PU Official of Bina Marga 
occupy the most economical value for the most 3 years Compared with 
Cipta Karya and Pengairan, while Value for Maney analysis from work 
effectiveness perspective, it is found that PU Official having effective 
performance only Cipta Karya during 2014-2015 but in 2016 PU Official 
Bina Marga is most effective in its work, whereas Irrigation does not exist 
effective. While Value for Maney analysis from efficiency perspective, it is 
found that PU Official is still dominated by highly efficient performance, 
with very efficient value in 2014 is at Pengairan, while in 2015 and 2016 
the efficiency value is dominated by Cipta Karya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan  dengan 
pendekatan value for money (VFM), yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, 
efesiensi, dan efektivitas) pada dinas PU kabupaten Probolinggo. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Realisasi 
Pencapaian Keuangan Dinas PU (Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan) 
Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014-2016.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif pada 
pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
Berdasarkan Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Pada tahun 2014-
2016 analisis value for maney dari persepektif ekonomis pada Dinas PU 
Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan 
diperoleh bahwa Dinas PU Bina Marga menempati predikat nilai sangat ekonomis 
yang paling besar selama 3 tahun dibandingkan dengan Cipta Karya dan 
Pengairan, sedangkan Analisis value for maney dari persepektif efektifitas 
pekerjaan, diperoleh bahwa Dinas PU yang memiliki kinerja efektif hanya Cipta 
Karya selama tahun 2014-2015 namun pada tahun 2016 PU Bina Marga yang 
paling efektif dalam pekerjaannya, sedangkan  Pengairan tidak ada yang efektif. 
Sedangkan Analisis value for maney dari persepektif efisiensi , diperoleh bahwa 
Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan nilai sangat 
efisien pada tahun 2014 berada pada Pengairan, sedangkan pada tahun 2015 dan 
2016 nilai efisiensi didominasi oleh Cipta Karya.  
 
Kata kunci: ekonomis, efesiensi, dan efektivitas 
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Organisasi Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit 
yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat 
berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan 
mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan 
organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila 
dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik 
tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. 
Akan tetapi, sebagaimana betuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga/ organisasi 
pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi.  
Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan 
membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan 
periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas 
kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk 
mengukur kinerja keuanganpemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang 
dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi 
fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta debt service coverage ratio. 
Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat menggunakan analisis laporan arus 
kas sebagai media untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah daerah. 
Kemampuan atau kemandirian pada suatu daerah yang dimaksud adalah 
sampai sejauhmana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna 
membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada 
bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan 
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 
Salah satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 
melakukan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran 
sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep value for 
money. Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep value for money bukan 
sesuatu yang baru, bahkan value for money merupakan salah satu prinsip penting 
dari anggaran kinerja dari good governance. Menurut Mardiasmo (2002,131), 
Value for money (VFM) merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada 
tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah 
pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang 
terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 
meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran 
yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian outputyang maksimum dengan input 
tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome 
dengan output. 
Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money yang saling 
terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu 
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keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan  mengacu 
pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik 
berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi 
secara merata. Artinya, penggunaan keuangan publik hendaknya tidak 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata 
dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat (Mardiasmo, 2002)  
Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo terbagi 
menjadi tiga yaitu meliputi PU Pengairan, PU Binamarga dan PU Cipta Karya. 
Ketiga dinas tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan anggaran kerja 
masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Pengairan memiliki tugas yaitu sebagai 
pelaksana atas penyediaan dan pembagian air irigasi serta pelaksanaan 
pembangunan, operasi dan melakukan pemerliharaan jaringan irigasi. Tugas dari 
Dinas Pekerjaan Umum Binamarga yaitu melakukaan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta 
jembatan yang terdapat diwilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya yaitu memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai 
pelaksana kebijakan teknis di bidang tata ruang, pengawasan bangunan, tata 
bangunan, perumahan, air bersih dan upaya untuk peningkatan penyehatan 
lingkungan. 
Ketiga Dinas pekerjaan umum di Kabupaten Probolinggo tersebut memiliki 
pencapaian atas kinerja yang bervariasi sehingga diperlukan suatu pengukuran 
atas pencapaian kinerja tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 
penetapan kebijakan terkait dalam upaya peningkatan kinerjanya. Kondisi ini 
maka perlu dilakukan suatu pengukuran atas pencapaian kinerja instansi sehingga 
dapat digunakan sebagai dasar dan penilaian dalam pengambilan kebijakan.  
Berdasarkan pemaparan di atas, sangat jelas bahwa pengukuran ini sangat 
dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya. 
Perubahan paradigma pemerintahan kearah pelayanan yang lebih efisien bukanlah 
hal yang dapat ditawar-tawar lagi. Berbagai tuntutan agar pemerintahan dapat 
memberikan pelayanan secara cepat dan efektif sudah menjadi tuntutan umum di 
masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, setiap instansi 
pemerintahan sudah sepatutnya berusaha untuk memperbaiki kinerja serta dengan 
pengukuran kinerja yang lebih lengkap untuk mengetahui pencapaian visi dan 
misi dari instansi yang bersangkutan. 
 
Pengukuran Kinerja 
1. Tujuan Pengukuran Kinerja 
Menurut Mardiasmo (2002:122) tujuan pengukuran kinerja yaitu: 
a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom 
up) 
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang 
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 
c. Untuk mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level menengah 
dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 
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d. Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan 
kemampuan kolektif yang rasional. 
2. Manfaat Pengukuran Kinerja 
Menurut Mardiasmo (2002:122) manfaat pengukuran kinerja yaitu: 
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 
kinerja manajemen. 
b. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. 
c. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 
d. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 
e. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 
3. Faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja 
Sektor publik merupakan sektor yang mengalami tekanan untuk terus 
dapat meningkatkan kegiatannya dan memberikan produk layanan secara 
lebih efisien dan dapat mengurangi biaya yang timbul bagi pembayaran pajak. 
Dalam hal ini, pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam 
usaha mencapai tujuan tersebut, karena itu harus memperhatikan hal-hal 
penting dalam melakukan pengukuran kinerja. 
Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dengan efisien dan efektif 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pengukuran kinerja yang dilakukan harus memperhatikan kondisi nyata 
organisasi, artinya hasil dari pengukuran kinerja tersebut memang benar-
benar menggambarkan kondisi sebenarnya dari organisasi. 
b. Semua pihak yang terlibat dalam pengukuran kinerja harus mempunyai 
latar belakang pemikiran bahwa mereka mengukur kinerja organisasi 
bukan bagian organisasi. 
c. Dukungan dari manajemen puncak, melibatkan karyawan, menciptakan 
sistem komunikasi yang baik, adanya kerangka kerja konseptual dan 
mengkondisikan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang 
penting dalam rangka mengaplikasikan pengukuran kinerja dengan 
sukses. 
d. Pengukuran kinerja merupakan siklus yang terus bergerak, artinya selalu 
siap untuk mengikuti perubahan yang ada diorganisasi. 
 
4. Evaluasi Kinerja 
Evaluasi kinerja merupakan tahap akhir pengukuran kinerja yang dapat 
dilakukan apabila pengukuran telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dalam 
rangka memantau dan menilai kemajuan dan keberhasilan proses yang 
mencakup pengembangan sistem dan pelaksanaan evaluasi melalui latihan 
melakukan pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo (2002:45), aspek-aspek 
yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja 
adalah: 
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a. Proses evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan siklus 
pembelanjaan yang telah ditetapkan. 
b. Adanya perhatian terhadap kesinambungan proses evaluasi ini, artinya 
apabila dari hasil diskusi para perserta mengharuskan adanya perbaikan 
terhadap konsep maka hal tersebut harus dilaksanakan. 
c. Pemahaman peserta evaluasi terhadap pengukuran kinerja dievaluasi 
dengan menggunakan media pendapatan-pendapatannya dalam diskusi dan 
hasil tulisannya. 
5. Pengukuran Kinerja Organisasi  Sektor Publik 
Menurut Ulum (2005:11), sistem pengukuran kinerja sektor publik 
adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. 
a. Informasi Finansial 
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang 
telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians 
(selisih dan perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. 
Analisis varian secara besar berfokus pada: 
1) Varians pendapatan (revenue variance) 
2) Varian pengeluaran (expenditure variance), yang terbagi menjadi dua 
yaitu meliputi: 
a) Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance) 
b) Varians belanja investasi/ modal (capital expenditure variance) 
b. Informasi Nonfinansial 
Informasi non finansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya yang 
dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian 
manajemen. 
6. Pengukuran Kinerja Sebagai Elemen Pokok Manajemen Pemerintah Berbasis 
Kinerja 
Manajemen berbasis kinerja membutuhkan pengukuran kinerja sebagai 
alat. Karena digunakan untuk melakukan penilaian kinerja, dalam menilai 
sukses/tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.  
7.  Tujuan Penegukuran dan Penilaian Kinerja Sektor Publik 
Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian 
manajemen, baik organisasi publik/swasta. Namun karena sifat dan 
karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan swasta, penekanan dan 
orientasi pengukuran kinerjanyapun terdapat perbedaan.  
                                
Value For Money 
1. Pengertian Value For Money 
Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep 
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen 
utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Kaitan dengan 
penganggaran prinsip ini digunakan untuk belanja yang dilakukan serta 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dan Pemerintah Daerah di tuntut 
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semaksimal mungkin dalam membelanjakan anggaran sehingga tidak terjadi 
defisit anggaran yang ditetapkan, serta mendahulukan kegiatan prioritasdan 
mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga ekonomis, efisien dan efektif 
bisa tercapai. Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud dan 
bersifat subyektif sehingga sering disalah artikan karena itu dibutuhkan 
pertimbangan yang matang dalam menentukan apakah prinsip value for money 
telah diterapkan dan dicapai dengan baik.  
Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa melainkan 
juga memasukkan gabungan dari unsur kualitas biaya, sumber daya yang 
digunakan, ketetapan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam 
menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk “value” 
(nilai) yang baik. 
Kerangka pengukuran kinerja value for money dibangun atas tiga 
komponen utama : 
a. Komponen visi, misi, tujuan, sasaran dan target 
b. Komponen input, proses, output dan outcome 
c. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas 
Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu 
gencar dilakukan seiring dengan menigkatkannya tuntutan akuntabilitas publik 
dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat 
memperbaiki akuntabilitas konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki kinerja 
sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan 
mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya 
inefisiensi dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik (publik 
cots awareness).  
2. Teknik Pengukuran Value For Money 
Teknik pengukuran Value For Money Menurut (Kuncoro: 2009)  ada 3 
meliputi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dimana pengertian dari 
masing-masing elemen tersebut adalah : 
a. Tingkat Ekonomi 
Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebernarnya 
ekonomis berhubungan dengan biaya operasi (cost of operation). Untuk 
melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari 
berapa persentase tingkat pencapaian. Untuk mengukur tingkat ekonomi 
dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran 
belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya. 
b. Tingkat Efisiensi 
Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (method 
operation). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila 
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suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan 
adan yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara 
output dengan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola 
keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran 
pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi 
biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi 
dari penerimaan daerah. 
c. Tingkat Efektivitas 
Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi 
dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas 
merupakan pebandingan outcome dan output. Outcome merupakan 
dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan 
output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan 
kebijakan. 
 
3. Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja 
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 
bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 
melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik 
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.  
a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.  
b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.  
c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 
kelembagaan.  
Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik 
dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 
akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup 
pertanggungjawaban mengenai  pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis 
(hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya 
guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya 
diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and 




4. Pengukuran  Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money 
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi 
output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus 
mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 
Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena 
output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud 
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(tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud 
(intangible output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator 
kinerja.  
Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:  
a. Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara 
langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah. 
b. Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan: 
a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan 
struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan 
dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan 
rantai komando. 
b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai 
ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi. 
c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki 
kompetensi dan professionalmerupakan jaminan dukungan dalam 
pekerjaan. 
d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait 
dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial. 
e. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. 
Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan 
organisasi. 
5. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money 
a. Pengukuran Ekonomi, 
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang 
gunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 
1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?, 
2) Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang 
sejenis yang dapat diperbandingkan? 




b. Pengukuran Efisiensi, 
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar 
output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 
organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah: 
1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama, 
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2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 
peningkatan input. 
3) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama. 
4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 
penurunan output. 
c. Pengukuran Efektifitas, 
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang 
telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. 
d. Pengukuran Outcome, 
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat 
atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.  
Pengukuran outcome memiliki 2 peran: 
1) Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. 
2) Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan 
datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk 
mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. 
e.  Estimasi Indikator Kinerja, 
Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target 
kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target 
tersebut  didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indikator 
kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan (1) Kinerja Tahun 
lalu, (2) Expert Judgment, (3) Trend, (4) Regresi. 
 
Tujuan Value For Money 
Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi: hemat cermat 
dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam 
penggunaan sumber daya, efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai 
tujuan dan sasaran equity: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan 
publik equality: Kesetaran dalam penggunaan sumber daya.  
Menurut (Halim 2002: 14) Tujuan terkait pelaksanaan value for money 
adalah: 
1. Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 
diberikan tepat sasaran  
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik 
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 
terjadinya penghematan dalam penggunan input 
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik 
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5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) 
sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas public. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan 
dengan tujuan penelitian dan karakteristik data penelitian, selain itu agar 
teknik analisa data mampu menjelaskan permasalahan penelitian dan 
menjawab tujuan penelitian teknik yang sesuai adalah menggunakan analisis 
deskriptif saecara horizontal antar jenis kegiatan untuk dinilai tingkat 
ekonomis,tingkat efisiensi operaional dan efektivitas pencapaian target 
program kegiatan.  
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah mencari nilai rata 
rata dari masing-masing komponen perhitungan value of money yaitu nilai 
ekonomis, efisiensi dan efektivitas dengan rumus sebagai berikut: 
1. Tingkat Ekonomis 
                 
              
            
Keterangan : 
 Input Realisasi = Pengeluaran Anggaran Kinerja Keuangan 
 Input Rencana = Pemasukan Anggaran Kinerja Keuangan 
Kriteria nilai adalah : 
1) < 90%) = sangat ekonomis 
2) 90% - 94,99% = ekonomis 
3) 95% - 100% = cukup ekonomis 
4) 100,01 – 105% = kurang ekonomis 
5) > 105 % = tidak ekonomis 
2. Tingkat Efisiensi 
            
                    
                 
Kriteria Efisien adalah : 
1) > 80% = sangat efisien 
2) 70% s/d 79% = efisien 
3) 60% s/d 69% = cukup efisien 
4) 50% s/d 59% = kurang efisien 
5) < 50 % = tidak efisien 
3. Tingkat Efektivitas 
                     
       
      
Keterangan : 
Outcome =  hasil yang diperoleh untuk mengukur suatu kualitas output 
(realisasi) 
Output = hasil yang diperoleh untuk suatu kualitas output (rencana) 
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Kriteria Efisien adalah : 
1) < 90%) =  Tidak efektif 
2) 90% - 94, 99% = Kurang efektif 
3) 95% - 100% = Cukup efektif 
4) > 100% = Efektif 
 
Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Berikut adalah hasil analisis kinerja keuangan pada Dinas PU Kabupaten 
Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan berbasis 
value for maney yang dilihat dari persepektif ekonomi, persepektif efisiensi dan 
persepektif efektifitas. 
1. Perbandingan Tingkat Ekonomis Pada Dinas PU Cipta Karya, Bina Marga dan 
Pengairan tahun 2014-2016 
a. Analisis Value for Money dari persepektif ekonomi Tahun 2014  dapat 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
ekonomis pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014, 
makadapat disimpulkan dari rasio ekonomis pada PU Cipta Karya ada 35 
kegiatan atau 94,59% menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, 
kemudian ada 2 kegiatan (5,41%) pada PU Cipta Karya Kabupaten 
Probolinggo yang memiliki predikat sangat ekonomis, sedangkang pada PU 
Bina Marga menunjukkan bahwa rasio ekonomisnya sebanyak 17 kegiatan 
(45,95%) menunjukkan kinerja yang sangat ekonomis, 2 (5,41%) 
menunjukkan kinerja yang ekonomis dan pada PU Bina Marga didominasi 
oleh kinerja yang memiliki predikat cukup ekonomis sebayak 18 atau 
48,65%. Dan untuk PU Pengairan sebanyak 45 kegiatan atau 93,75% 
menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kemudian ada 3 kegiatan 
(6,25%) pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo yang memiliki 
predikat sangat ekonomis.  
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2014 untuk rasio ekonomis, diperoleh bahwa tahun 
2014 Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang cukup ekonomis, dan 
bina marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang paling besar 
dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian diikuti oleh 
Pengairan dan yang terakhir adalah Cipta Karya. Dan hanya Bina Marga 
yang memiliki nilai ekonomis, adapun Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan tidak ada yang masuk dalam kategori tidak ekonomis dan kurang 
ekonomis. 
b. Analisis Value for Money dari persepektif ekonomi Tahun 2015  diketahui 
bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif ekonomis 
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pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015, maka dapat 
disimpulkan dari rasio ekonomis pada PU Cipta Karya ada 29 kegiatan atau 
70,73% menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kemudian ada 5 
kegiatan (12,20%) pada PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat ekonomis dan sebanyak 7 kegiatan (17,07%) yang 
memiliki predikat sangat ekonomis, sedangkang pada PU Bina Marga 
menunjukkan bahwa rasio ekonomisnya sebanyak26 kegiatan (72,22%) 
menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kemudian ada 2 kegiatan 
(5,56%) menunjukkan kinerja yang ekonomis dan sebanyak 8 kegiatan atau 
(22,22%) memiliki predikat sangat ekonomis. Dan untuk PU Pengairan 
sebanyak 28 kegiatan atau 80% menunjukkan kinerja yang cukup 
ekonomis, kemudian ada 3 kegiatan (8,57%) pada PU Pengairan Kabupaten 
Probolinggo yang memiliki predikat ekonomis dan sebanyak 11,43% 
meiliki predikat sangat ekonomis.  
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2015 untuk rasio ekonomis, diperoleh bahwa tahun 
2015 Dinas PU kinerja yang cukup ekonomis masih mendominasi, dan 
bina marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang paling besar 
dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian diikuti oleh 
Cipta Karya dan yang terakhir adalah Pengairan. Sedangkan Cipta Karya 
memiliki ninai ekonomis yang paling tinggi, kemudian Pengairan dan Bina 
Marga yang memiliki nilai ekonomis paling kecil, adapun Cipta Karya, 
Bina Marga dan Pengairan tidak ada yang masuk dalam kategori tidak 
ekonomis dan kurang ekonomis. 
c. Analisis Value for Money dari persepektif ekonomi Tahun 2016  diketahui 
bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif ekonomis 
pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016, maka dapat 
disimpulkan dari rasio ekonomis pada PU Cipta Karya ada 19 kegiatan atau 
54,29% menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kemudian ada 10 
kegiatan (28,57%) pada PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat ekonomis dan sebanyak 6 kegiatan (17,14%) yang 
memiliki predikat sangat ekonomis, sedangkang pada PU Bina Marga 
menunjukkan bahwa rasio ekonomisnya sebanyak 26 kegiatan (68,42%) 
menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis, kemudian ada 3 kegiatan 
(7,89%) menunjukkan kinerja yang ekonomis dan sebanyak 9 kegiatan atau 
(23,68%) memiliki predikat sangat ekonomis. Dan untuk PU Pengairan 
sebanyak 37 kegiatan atau 88,10% menunjukkan kinerja yang cukup 
ekonomis, kemudian pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo tidak 
memiliki predikat ekonomis dan sebanyak 11,90% meiliki predikat sangat 
ekonomis. 
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
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Perairan pada tahun 2016 untuk rasio ekonomis, diperoleh bahwa tahun 
2016 Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang cukup ekonomis, dan 
bina marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang paling besar 
dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian diikuti oleh 
Cipta Karya dan yang terakhir adalah Pengairan. Dan untuk kategori 
ekonomis Cipta Karya masih menempati predikat paling tinggi yaitu 
28,57%, kemudia Bina Marga 7,89% dan pengairan tidak memiliki kinerja 
ekonomis, adapun Cipta Karya, Bina Marga dan Perairan tidak ada yang 
masuk dalam kategori tidak ekonomis dan kurang ekonomis. 
Berdasarkan analisis di atas dapat diperoleh bahwa pada Cipta 
Karya selama kurun waktu tiga tahun predikat kinerjanya yang ekonomis 
dan sangat ekonomis mengalami kenaikan, hal ini dapat dikatatan bahwa 
Cipta Karya mengalami penigkatan tingkat ke ekonomisan dalam 
kinerjanya. Sedangkan nilai ekonomis pada Bina Marga untuk predikat 
kinerja yang sangat baik dan cukup baik menglami tingkat fluktuasi, 
namun pada kinerja dengan predikat ekonomis mengalami kenainakan, hal 
ini dapat dikatakan bahwa Bina Maraga harus dapat mempertahankan 
predikat kinerja yang sangat ekonomis sehingga akan terus mengalami 
peningkatan. Dan untuk Pengairan selama kurun waktu tiga tahun predikat 
kinerjanya yang sangat ekonomis mengalami kenaikan namun untuk 
kinerja dengan predikat ekonomis mengalami fluktuasi, hal ini dapat 
dikatatan bahwa Pengairan mengalami penigkatan tingkat ke ekonomisan 
dalam kinerjanya.  
2. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pada Dinas PU Cipta Karya, Bina Marga dan 
Pengairan tahun 2014-2016 
a. Analisis value for money dari persepektif efektifitas pada tahun 2014 dapat 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efektifitas pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 
2014, maka dapat disimpulkan dari rasio efektifitas pekerjaan pada PU 
Cipta Karya sebanyak 35 kegiatan atau 94,59% menunjukkan kinerja yang 
efektif dan hanya 2 kegiatan (5,41%) pada PU Cipta Karya Kabupaten 
Probolinggo yang memiliki predikat cukup efektif.Sedangkang pada PU 
Bina Marga menunjukkan bahwa rasio efektifitas pekerjaannya semua 
berada dalam predikat cukup efektif sebayak 100%. Dan untuk PU 
Pengairan sebanyak46 kegiatan atau 95,83% menunjukkan kinerja yang 
cukup efektif, kemudian ada 1 kegiatan (2,08%) pada PU Pengairan 
Kabupaten Probolinggo yang memiliki predikat kurang efektif dan tidak 
efektif. 
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2014 untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh 
bahwa pada tahun 2014 Dinas PU yang memiliki kinerja efektif hanya 
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Cipta Karya, sedangkan Bina Marga dan Pengairan tidak ada yang efektif. 
Namun Bina Marga didominasi oleh pekerjaan yang memiliki predikat 
cukup efektif sebanyak 37 kegiatan (100%), kemudian Pengairan 
sebanyak 95,83%, dan yang paling kecil adalah cipta karya sebayak 5,41% 
kinerjanya cukup efektif, dan baik Cipta Karya dan Bina Marga tidak 
memiliki kegiatan yang tidak efektif dan kurang efektif, dan hanya pada 
Pengairan sebanyak 2,08% kegianya yang kurang efektif dan tidak efektif. 
b. Analisis value for maney dari persepektif efektifitas pada tahun 2015  dapat 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efektifitas pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 
2015, maka dapat disimpulkan dari rasio efektifitas pekerjaan pada PU 
Cipta Karya sebanyak 41 kegiatan atau 100% menunjukkan kinerja yang 
cukup efektif.Dan untuk PU Bina Marga menunjukkan bahwa rasio 
efektifitas pekerjaannya yang berada dalam predikat cukup efektif sebayak 
34 kegiatan atau 82,86%, sedangkan sisanya sebanyak 8,57% dalam 
kategori tidak efektif. Sedangkan pada PU Pengairan sebanyak 29 kegiatan 
atau 82,86% menunjukkan kinerja yang cukup efektif, kemudian ada 3 
kegiatan (8,57%) pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat kurang efektif dan tidak efektif.  
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2015 untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh 
bahwa pada tahun 2015 Dinas PU tidak ada yang memiliki kinerja efektif. 
Dan kegiatan yang cukup efektif masih didominasi oleh Cipta Karya 
sebanyak 100%, kemudian Bina Marga 94,44% dan Pengairan 82,86%. 
Sedangkan Cipta Karya tidak memiliki kinerja yang tidak efektif dan 
kurang efektif, namun pada Bina Marga memiliki kinerja yang tidak 
efektif sebesar 5,56%, dan Pengairan juga memiliki kinerja yang tidak 
efektif dan kurang efektif sebesar 8,57%. 
c. Analisis value for maney dari persepektif efektifitas pada tahun 2016  
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efektifitas pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 
2016, maka dapat disimpulkan dari rasio efektifitas pekerjaan pada PU 
Cipta Karya sebanyak 33 kegiatan atau 94,29% menunjukkan kinerja yang 
cukup efektif dan hanya 1 kegiatan (2,86%) pada PU Cipta Karya 
Kabupaten Probolinggo yang memiliki predikat kurang efektif dan tidak 
efektif. Sedangkang pada PU Bina Marga menunjukkan bahwa rasio 
efektifitas pekerjaannya semua berada dalam predikat cukup efektif 
sebayak 100% atau 36 kegiatan. Dan untuk PU Pengairan sebanyak 37 
kegiatan atau 88,10% menunjukkan kinerja yang cukup efektif, kemudian 
ada 1 kegiatan (2,38%) pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat kurang efektif dan 4 kegiatan (9,52%)tidak efektif.  
  
e – Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN 
  Fakultas Ekonomi Unisma 




























Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2016 untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh 
bahwa pada tahun 2016 Dinas PU tidak ada satupun yang memiliki kinerja 
efektif. Sedangkan pekerjaan yang masuk kategori cukup efektif adalah 
sebanyak 36 kegiatan (100%) dimiliki oleh Bina Marga, selanjutnya 
94,29% dimiliki oleh Cipta Karya dan yang paling kecil dimiliki oleh 
Pengairan sebesar 88,10%.Bina Marga tidak memiliki kegiatan yang 
kurang efektif dan tidak efektif, namun untuk Cipta Karya memiliki 
kinerja yang kurang efektif dan tidak efektif sebesar 2,86%, dan untuk 
Pengairan memiliki nilai kuarang efektif sebesar 2,38%, 9,52% dalam 
keadaan tidak efektif. 
 
Berdasarkan pada analisis di atas dapat diperoleh bahwa pada Cipta 
Karya selama kurun waktu tiga tahun predikat kinerjanya yang efektif dan 
cukup efektif mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2014 ada nilai kinerja 
yang efektif namun pada tahun 2015-2016 tidak ada lagi kinerja yang efektif 
karena sudah bergeser ke pada kinerja yang kurang efektif, hal ini dapat 
dikatatan bahwa Cipta Karya mengalami penurunan tingkat ke efektifan dalam 
kinerjanya. Sedangkan nilai efektifitas pada Bina Marga untuk predikat kinerja 
tidak ada yang efektif, namun hamper semua pekerjaan pada Bina Magra 
berpredikat cukup efektif, hal ini dapat dikatakan bahwa Bina Maraga harus 
dapat mengeser predikat kinerja yang cukup efektif sehingga mengalami 
peningkatan menjadi efektif. Dan untuk Pengairan selama kurun waktu tiga 
tahun predikat kinerjanya juga tidak ada yang efektif, dan nilai kinerjanya yang 
cuku efektif juga mengalami fluktuatif bahkan nilai ketidak efektifan untuk 
Pengairan ini setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dikatatan 
bahwa Pengairan mengalami penurunan tingkat ke efektifan dalam kinerjanya. 
Dan berdasarkan tabel di atas baik Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan 
untuk predikat kinerjanya masih didominasi oleh kinerja yang berpredikat 
cukup efektif. 
3. Perbandingan Tingkat Efisiensi Pada Dinas PU Cipta Karya, Bina Marga dan 
Pengairan tahun 2014-2016 
a. Analisis value for maney dari persepektif efisiensi pada tahun 2014 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efisiensi pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014, maka 
dapat disimpulkan dari rasio efisiensi pada PU Cipta Karya ada 36 kegiatan 
atau 97,30% menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian ada 1 
kegiatan (2,70%) pada PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat efisien dan pada Cipta Karya tidak memiliki kinerja 
yang cukup efisien, kurang efisien dan tidak efisien, sedangkang pada PU 
Bina Marga menunjukkan bahwa rasio efisiensinya sebanyak 23 kegiatan 
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(62,16%) menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian4 kegiatan 
(10,81%) menunjukkan kinerja yang efisien, 7 kegiatan (18,92%) 
mununjukkan kinerja yang cukup efisien, 1 kegiatan (2,70%) mununjukkan 
kinerja yang kurang efisien dan 2 kegiatan (5,41%) mununjukkan kinerja 
yang tidak efisien.Dan untuk Pengairan sebanyak 47 kegiatan atau 97,92% 
menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian ada 1 kegiatan 
(2,08%) pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo yang memiliki 
predikat efisien dan pada Pengairan tidak memiliki kinerja yang cukup 
efisien, kurang efisien dan tidak efisien. 
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2014 untuk rasio efisiensi, diperoleh bahwa tahun 
2014 Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan 
nilai sangat efisien berada pada Pengairan sebanyak 97,92% kegiatan, 
kemudian Cipta Karya sebanyak 97,30% kegiatan dan Bina Marga 
sebanyak 62,16% kegiatan. Dan untuk nilai efisiensi didominasi oleh Bina 
Marga sebanyak 10,81% kegiatan, kemudian Cipta Karya 2,70% dan 
Pengairan 2,08%. Dari ketiga SKPD tersebut hanya Bina Marga yang 
memiliki predikat kinerja yang kurang efisien dan tidak efisien. 
b. Analisis value for maney dari persepektif efisiensi pada tahun 2015 dapat 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efisiensi pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015, maka 
dapat disimpulkan dari rasio efisiensi pada PU Cipta Karya ada 39 kegiatan 
atau 95.12% menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian ada 1 
kegiatan (2,44%) pada PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat efisien dan cukup efisien.Dan pada Cipta Karya juga 
tidak memiliki kinerja yang kurang efisien dan tidak efisien, sedangkang 
pada PU Bina Marga menunjukkan bahwa rasio efisiensinya sebanyak 34 
kegiatan (94,44%) menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian 
1kegiatan (2,78%) menunjukkan kinerja yang efisien dan1 kegiatan 
(2,78%) mununjukkan kinerja yang tidak efisien. Dan untuk Pengairan 
sebanyak 33 kegiatan atau 94,29% menunjukkan kinerja yang sangat 
efisien, kemudian ada 1 kegiatan (2,86%) pada PU Pengairan Kabupaten 
Probolinggo yang memiliki predikat efisien dan ada 1 kegiatan (2,86%) 
yang tidak efisien. 
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2015 untuk rasio efisiensi, diperoleh bahwa tahun 
2015 Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan 
nilai sangat efisien terringgi berada pada Cipta Karya sebanyak 95,12% 
kegiatan, kemudian Bina Marga sebanyak 94,44% kegiatan dan Pengairan 
sebanyak 94,29% kegiatan. Dan untuk nilai efisiensi didominasi oleh Bina 
Marga sebanyak 10,81% kegiatan, kemudian Cipta Karya 2,70% dan 
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Pengairan 2,08%. Dari ketiga SKPD tersebut Bina Marga dan Perairan 
yang memiliki predikat kinerja yang tidak efisien. 
c. Analisis value for maney dari persepektif efisiensi pada tahun 2016  dapat 
diketahui bahwa hasil analisis value for maney yang dilihat dari persepektif 
efisiensi pada Dinas PU Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016, maka 
dapat disimpulkan dari rasio efisiensi pada PU Cipta Karya ada 32 kegiatan 
atau 91,43% menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian ada 2 
kegiatan (5,71%) pada PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat kurang efisien da nada 1 kegiatan (2,86%) yang 
memiliki predikat tidak efisien.Sedangkang pada PU Bina Marga 
menunjukkan bahwa rasio efisiensinya sebanyak 31 kegiatan (86,11%) 
menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian 1 kegiatan (2,78%) 
menunjukkan kinerja yang kurang efisien dan3 kegiatan (8,33%) 
mununjukkan kinerja yang tidak efisien, dan untuk Pengairan sebanyak 38 
kegiatan atau 90,48% menunjukkan kinerja yang sangat efisien, kemudian 
ada 1 kegiatan (2,38%) pada PU Pengairan Kabupaten Probolinggo yang 
memiliki predikat cukup efisien dan kurang efisien dan ada 2 kegiatan 
(4,76%) yang memiliki predikat tidak efisien. 
Dengan demikian kesimpulan secara umum aktivitas untuk Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan pada tahun 2016 untuk rasio efisiensi, diperoleh bahwa tahun 
2016 Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan 
nilai sangat efisien berada pada Cipta Karya sebanyak 91,43% kegiatan, 
kemudian Pengairan sebanyak 90,48% kegiatan dan Bina Marga sebanyak 
86,11% kegiatan. Dan yang memiliki nilai efisiensi hanya Bina Marga 
sebanyak 2,78% kegiatan. Dari ketiga SKPD tersebut yang memiliki nilai 
kurang efisien tertinggi yaituCipta Karya, sedangkan nilat kegiatan yang 
tidak efisien paling besar adalah Bina Marga. 
Berdasarkan analisis di atas dapat diperoleh bahwa pada Cipta 
Karya selama kurun waktu tiga tahun predikat kinerjanya yang efesien dan 
sangat efesien mengalami penurunan, hal ini dapat dikatatan bahwa Cipta 
Karya mengalami penurunan tingkat ke efisien dalam kinerjanya. 
Sedangkan nilai efisiensi pada Bina Marga untuk predikat kinerja yang 
sangat efisien mengalami fluktuasi dan yang efisien menglami penurunan, 
hal ini dapat dikatakan bahwa Bina Maraga harus dapat mempertahankan 
predikat kinerjanya yang sangat efisien sehingga akan terus mengalami 
peningkatan. Dan untuk Pengairan selama kurun waktu tiga tahun predikat 
kinerjanya yang sangat efisien dan efisien mengalami penurunan, dan 
kinerja dengan predikat tidak efisien mengalami peningkatan, hal ini dapat 
dikatatan bahwa Pengairan mengalami nurunan tingkat ke efesiennan 
dalam kinerjanya. Dan berdasarkan tabel di atas baik Cipta Karya, Bina 
Marga dan Pengairan untuk predikat kinerjanya masih didominasi oleh 
kinerja yang berpredikat sangat efisien. 
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1. Pada tahun 2014 analisis value for maney dari persepektif ekonomis pada Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan diperoleh bahwa pada Dinas PU masih mendominasi kinerja yang 
cukup ekonomis, dan Bina Marga menempati predikat nilai sangat ekonomis 
yang paling besar dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian 
diikuti oleh Pengairan dan yang terakhir adalah Cipta Karya. Dan hanya Bina 
Marga yang memiliki nilai ekonomis, adapun Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan tidak ada yang masuk dalam kategori tidak ekonomis dan kurang 
ekonomis. Dan untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh bahwa Dinas PU 
yang memiliki kinerja efektif hanya Cipta Karya, sedangkan Bina Marga dan 
Pengairan tidak ada yang efektif. Namun Bina Marga didominasi oleh 
pekerjaan yang memiliki predikat cukup efektif, kemudian Pengairan, dan yang 
paling kecil adalah cipta karya kinerjanya cukup efektif, dan baik Cipta Karya 
dan Bina Marga tidak memiliki kegiatan yang tidak efektif dan kurang efektif, 
dan hanya pada Pengairan kegiatanya yang kurang efektif dan tidak efektif. 
Sedangkan rasio efisiensi, diperoleh bahwa Dinas PU masih dominasi oleh 
kinerja yang sangat efisien, dengan nilai sangat efisien berada pada Pengairan, 
kemudian Cipta Karya dan Bina Marga. Dan untuk nilai efisiensi didominasi 
oleh Bina Marga, kemudian Cipta Karya dan Pengairan. Dari ketiga SKPD 
tersebut hanya Bina Marga yang memiliki predikat kinerja yang kurang efisien 
dan tidak efisien. 
2. Pada tahun 2015 analisis value for maney dari persepektif ekonomis pada Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
Perairan bahwa pada Dinas PU kinerja yang cukup ekonomis masih 
mendominasi, dan Bina Marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang 
paling besar dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian diikuti 
oleh Cipta Karya dan yang terakhir adalah Pengairan. Sedangkan Cipta Karya 
memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi, kemudian Pengairan dan Bina 
Marga yang memiliki nilai ekonomis paling kecil, adapun Cipta Karya, Bina 
Marga dan Perairan tidak ada yang masuk dalam kategori tidak ekonomis dan 
kurang ekonomis. Dan untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh bahwa pada 
Dinas PU tidak ada yang memiliki kinerja efektif. Dan kegiatan yang cukup 
efektif masih didominasi oleh Cipta Karya sebanyak 100%, kemudian Bina 
Marga dan Pengairan. Sedangkan Cipta Karya tidak memiliki kinerja yang tidak 
efektif dan kurang efektif, namun pada Bina Marga memiliki kinerja yang tidak 
efektif, dan Pengairan juga memiliki kinerja yang tidak efektif dan kurang 
efektif. Sedangkan untuk rasio efisiensi, diperoleh bahwa Dinas PU masih 
dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan nilai sangat efisien terringgi 
berada pada Cipta Karya, kemudian Bina Marga dan Pengairan. Dan untuk nilai 
efisiensi didominasi oleh Bina Marga, kemudian Cipta Karya dan Pengairan. 
Dari ketiga SKPD tersebut Bina Marga dan Perairan yang memiliki predikat 
kinerja yang tidak efisien. 
3. Pada tahun 2016 analisis value for maney dari persepektif ekonomis pada Dinas 
PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina Marga dan 
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Perairan bahwa pada Dinas PU masih dominasi oleh kinerja yang cukup 
ekonomis, dan bina marga menempati predikat nilai sangat ekonomis yang 
paling besar dibandingkan dengan Cipta Karya dan Pengairan, kemudian diikuti 
oleh Cipta Karya dan yang terakhir adalah Pengairan. Dan untuk kategori 
ekonomis Cipta Karya masih menempati predikat paling tinggi, kemudian Bina 
Marga dan pengairan tidak memiliki kinerja ekonomis, adapun Cipta Karya, 
Bina Marga dan Perairan tidak ada yang masuk dalam kategori tidak ekonomis 
dan kurang ekonomis. Dan untuk rasio efektifitas pekerjaan, diperoleh bahwa 
padaDinas PU tidak ada satupun yang memiliki kinerja efektif. Sedangkan 
pekerjaan yang masuk kategori cukup efektif adalah 100% dimiliki oleh Bina 
Marga, selanjutnya Cipta Karya dan yang paling kecil dimiliki oleh Pengairan. 
Bina Marga tidak memiliki kegiatan yang kurang efektif dan tidak efektif, 
namun untuk Cipta Karya memiliki kinerja yang kurang efektif dan tidak 
efektif, dan untuk Pengairan memiliki nilai kuarang efektif dan memiliki nilai 
tidak efektif. Sedangkan untuk rasio efisiensi, diperoleh bahwa Dinas PU masih 
dominasi oleh kinerja yang sangat efisien, dengan nilai sangat efisien berada 
pada Cipta Karya, kemudian Pengairan dan Bina Marga. Dan yang memiliki 
nilai efisiensi hanya Bina Marga,dari ketiga Dinas tersebut yang memiliki nilai 
kurang efisien tertinggi yaitu Cipta Karya, sedangkan nilai kegiatan yang tidak 
efisien paling besar adalah Bina Marga. 
Saran 
1. Untuk Dinas PU Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Cipta Karya, Bina 
Marga dan Pengairan selama periode 2014-2016 masih di dominasi oleh 
predikat cukup ekonomis, cukup efektif dan cukup efisien, maka tugas dari 
Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan untuk mengeser atau meningkatkan 
kinerjanya agar predikat kinerjanya yang cukup ini dapat menjadi kinerja 
yang sangat ekonomi, efektif dan sangat efisien. 
2. Kinerja Dinas PU. Kabupaten Probolingo masih perlu di tingkatkan  lagi lagi 
dengan cara output realisasi sesuai dengan output yang direncarakan sehingga 
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